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1.1. Latar Belakang

Keberadaan Kepala Desa sangatlah penting di dalam suatu desa untuk
membangun desanya. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan di desa, Kepala
Desa memiliki peranan yang sangat penting karena Kepala Desa ini merupakan
pemimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa.

Kepala Desa sebagai orang pertama mengemban tugas dan kewajiban yang
berat, karena ia adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang
pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan umum
termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban. Di samping itu, Kepala Desa
juga mengemban tugas membangun mental masyarakat desa baik dalam bentuk
menumbuhkan dan mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh asas
usaha bersama dan kekeluargaan.

Ketika menjalankan tugas dan kewajibannya Kepala Desa sebagai
penanggung jawab utama di bidang pembangunan dibantu oleh lembaga sosial
desa.'Hubungan kerja antara lembaga sosial desa dengan Kepala Desa besifat
kemitraan. Dalam pelaksanaan tata kerja antara lembaga sosial desa dan lembaga
sosial lainnya, ditetapkan prinsip koordinasi, intergrasi, sinkronisasi, dan
simplifikasi.?
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Desayang merupakan suatu kesatuan dan proses pemilihan Kepala Desa
dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yakni dimulai dari masa persiapan dan
tahap  pelaksanaan  meliputi, persiapan  pemilihan,  penyelenggaraan
pemilihan,penetapan pemilih, pendaftaran dan penetapan pasangan calon terpilih,
pengesahan dan pengangkatan.®

Dengan pentingnya tugas dan peranan Kepala Desa ini, maka pemerintah
daerah tepatnya Kabupaten Bangkalan mengadakan pemilihan Kepala Desauntuk
membantu tugas pemerintah daerah dalam menumbuh kembangkan masyarakat
desa. Pada pemilihan Kepala Desa saat ini, berbeda dengan pemilihan Kepala
Desa sebelumnya, pemilihan Kepala Desa saat ini diatur oleh Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2015 tentang mekanisme pemilihan Kepala Desa serentak yang
dilaksanakan secara serentak.Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desadi
Kabupaten Bangkalan yang dilaksanakan secara serentak terdapat beberapa
kekurangan dan kelebihan. Oleh karena ituefektivitas Peraturan Daerah No 1
Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa ditinjau dari aspek regulasi yang akan
menjadi dasar pembahasan pada penulisan skripsi ini.

Secara garis besar perbandingan pemilihan Kepala Desa yang terjadi di
Kabupaten Bangkalan akan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1. Aspek perbandingan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten

Bangkalan
Pemilu Kades Serentak Tidak Serentak
Pelaksanaan Serentak Tidak serentak
Sumber Dana Mengunakan APB Daerah | Menggunakan APB desa
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Efektisitas Waktu Waktu lebih efisien Waktu kurang efisien
Efektisitas Dana Efisiensi dana Efisiensi  dana  tidak
maksimal
Efisiensi tenaga Efisiensi tenaga tidak
maksimal

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkanuraianlatarbelakangtersebut, =~ makarumusanmasalah  yang
akanmenjadipembahasandalamskripsiiniyaitu:
1. Apa yang mendasari diadakannya pemilihan Kepala Desa serentak di
Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana mekanisme pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten
Bangkalan?
1.3. TujuanPenelitian
Adapun yang menjaditujuandalampenulisanjudulskripsiiniadalah:
1. Untuk mengetahui dasar diadakannya pemilihan Kepala Desa serentak di
Kabupaten Bangkalan
2. Untuk mengetahui mekanisme pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten
Bangkalan
1.4. ManfaatPenelitian
1.4.1. ManfaatTeoritis
a. Penelitianinidapatmenjelaskanmengenai bagaimanakah mekanisme
pemilihan Kepala Desadanuntuklebihmemahami proses pemilihan Kepala
Desa di Kabupaten Bangkalan,
sertamampumemberikansuatupemikirandanpemahamanterhadapperkemba

nganilmuhukumTata Negara.




b.

1.4.2.

Hasildaridilakukannyapengamataninidapatmenjadimasukanbagimahasiswa
ataupembaca agar mengertitentangpenyelenggaraan pemilihan Kepala
Desa khususnya di daerah Kabupaten Bangkalan,

sertadapatdijadikanmasukanberikutnyabagipengamat/penelitiselanjutnya.

ManfaatPraktis
Memberikanjawabanatasmasalah yang diamati,
sertadapatmengembangkanpolapikirataupemikiran yang

adaselamainiuntukmengukursejauhmanapenulisdapatmenuangkan ide-ide
pemikirandanmenerapkanilmupengetahuan yang telahdiperoleh serta
mengetahui secara pastimengenai penyelanggaraan pemilihan Kepala Desa
yang dilaksanakan di Kabupaten Bangkalan.
Hasildaripengamataninidapatjugadigunakansebagaisumbangankaryailmiah
daripenulisdalamrangkapengembanganilmupengetahuanketatanegaraanter
utamamengenaipenyelenggaraan pemilihan Kepala
Desabukanhanyadalam Undang-Undang, tetapijugapada proses pemilihan

Kepala Desa secara langsung yang ada di Kabupaten Bangkalan.

1.5. MetodePenelitian

1.5.1.

JenisPenelitian

Jenispenelitianyang

digunakandalampenulisanskripsiiniadalahjenispenelitianyuridis normatif, yang

mana penelitian hukum tersebut lebih cenderung menemukan, mengembangkan,

atau menguji kebenaran suatu pengetahuan, dimana mengembangkan berarti

memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang ada, sedangkan menguji

kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih diragukan kebenarannya, oleh



karena itu setiap tahap dalam penelitian ini harus didasari pada suatu metode yang
berfungsi sebagai arah yang tepat untuk mencapai tujuan dari penelitian yang
dilakukan.*

Berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan, terkait mengenai dasar
hukumdan mekanisme penyelenggaraan mengenai pemilihan Kepala Desa yang
telah mengalami perubahan seiring dengan kemajuan jaman dan aturan-aturan
yang baru baik berupa Undang-Undang,Peraturan Menteri maupun Peraturan
Daerah yang mengatur sesuai dengan daerah masing-masing yang khususnya
daerah Kabupaten Bangkalan,selain itu juga mengamati pemilihan Kepala Desa
yang ditinjau dari mekanisme penyelenggaraan pemilihan baik berupa tahapan-
tahapan pelaksanaan yang baik sesuai dengan peraturan yang mengatur, faktor
pendukung dan penghambat yang terjadi selama proses penyelenggaraan, serta
mengamati pelanggaran-pelanggaran yang dapat menghambat jalannya proses
pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bangkalan, yang mana data tersebut
diperoleh dengan cara mengamati proses diselenggarakannya pemilihan Kepala
Desa guna untuk mendapatkan hasil penelitian dan pengumpulan bahan yang
sesuai demi kelancaran penulisan skripsi ini, yang ada dalam penyelanggaraan
pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bangkalan.

1.5.2. PendekatanMasalah

Metodependekatanmasalah yang
digunakandalampenulisanskripsiiniadalahpendekatan kasus (Case Aprroach) yang
mana pendekatan ini lebih cenderung menelaah atas kasus-kasus yang berupa

faktayang telah terjadi selama proses penyelenggaraan berlangsung sebagai salah

* Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, PT Granit Persada, Jakarta, 2002



satu penyelesaian masalah atau problematika yang terjadi selama

diselenggarakannya pemilihan Kepala Desa yang ada di Kabupaten Bangkalan.”

1.5.3. BahanHukum

Bahanhukummerupakanbahandasar yang
akandijadikanacuanataurujukandalampenulisanskripsiini. Adapun yang
menjadibahanhukum yang dipergunakandalampenulisanskripsiinimeliputi 3 (tiga)
bagianyaitu,

a. Bahanhukum primer merupakanbahanhukum yang
bersifatautoritatifmaksudnyamemilikiotoritassebagaibahanhukumutama.
Bahanhukum primer terdiridariperaturanperundang-undangan, baik berupa
peraturan menteri dan peraturan daerah yang membahas tentang pemilihan
Kepala Desa, selain itu juga menggunakan bahan hukum berupa sesi
wawancara dengan narasumber dari Aparatur Desa yang berwenang
mempersiapkan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bangkalan, serta
menggunakan bahan hukum yang berupa pengamatan (observasi) yang mana
guna untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang
dilaksanakan di Kabupaten Bangkalan.

b. Bahansekunderadalahbahanhukum yang berupabuku-bukureferensiatauteks
yang ditulisolehparaahlihukum yang berpengaruh. Kasus-kasushukum media-
media informasiyang berkaitandenganpemilihan Kepala Desa.

c. Bahanhukumtersieradalahbahanhukum yang
memberikanpenjelasanataupetunjukterhadapbahanhukum primer dansekunder.

Yang berkaitandenganbahanhukumtersieradalahkamus-kamushukumdanjurnal.

*Peter Mahmud Marzuki.Penelitian Hukum, (kencana, 2005),him.119



1.5.4. AnalisaBahanHukum
Analisabahanhukum yang
digunakanadalahdeskriptifkualitatifyaitumenjelaskandanmenjabarkansecarajelaste
rhadap data yang
diperoleh.Analisisdeskriptifkualitatifdilakukandengancarainduktifyaitumenariksua
tukesimpulandari data yang
sifatnyakhususkeumumuntukmendapatkankejelasanterhadapsuatukebenaransehing
gamemperolehgambaran yang jelastentangsuatumasalah yang diteliti.
1.5.5. MetodePengumpulanBahan
Untukmemperoleh bahan yang
diperlukandalampenelitianinidisesuaikandenganmetodependekatandanjenis  data
yang digunakan.Makateknikpengumpulan data yang digunakanadalah.
a. Wawancara
MenurutLexy J. Moleong,
wawancaraadalahpercakapandenganmaksudtertentu.
Percakapanitudilakukanolehduapihak, yaitupewawancara(interviewer) yang
mengajukanpertanyaandan ~ yang  terwawancara  (interviewee)  yang
memberikanjawabanataspertanyaanitu.®
WawancaradilakukandengannarasumberdariAparatur Desa yang
berwenang menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten
Bangkalan guna menanyakan mengenai kendala apa saja yang sering terjadi

selama proses pemilihan berlangsung dan pelanggaran apa yang sering

®Lexy J. Moleong.Metodologi Penelitian Kualitatif, (Rosda Bandung,2011),him.186



dilakukan baik dari pihak calon maupun pemilih atau bahkan dari panitia
penyelenggara pemilihan yang dapat berpengaruh besar selama proses
pemilihan berlangsung.
. StudiDokumen

Sugiyonomenjelaskanbahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang
sudah berlalu,yang mana dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-
karya monumental dari seseorang, yang mana studi dokumen merupakan
pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara dalam penelitian

kualitatif.”

Studi dokumen diperoleh melalui pengumpulan data yang diperoleh dari
instansi yang berwenang menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa di
Kabupaten Bangkalan terkait dengan apa yang akan dibahas dalam skripsi ini
baik berupa aturan yang telah mengalami perubahan maupun sekedar data yang

bersifat mendukung dalam penulisan skripsi.

’Sugiyono.Penelitian Kualitatif, (Alfabeta Bandung,2008),him.82



